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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini Indonesia mulai masuk ke zaman globalisasi, zaman dimana 
perkembangan teknologinya sangatlah cepat, untuk mewujudkan konsep kebahagiaan 
hidup diatas, maka hukum tentunya juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang 
pesat ini, karena Ilmu hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup telinga terhadap 
perubahan fundamental yang terjadi dalam sains, dan apabila keadaan tersebut dibiarkan 
kita akan sangat bodoh dan tertinggal (retarded)
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, akan tetapi dalam realitanya Indonesia 
sebagai suatu negara hukum dalam era globalisasi saat ini, kecepatan perkembangan 
hukum positif yang ada di Indonesia sangat sulit untuk menandingi laju kecepatan 
perkembangan teknologi yang ada. Sehingga negara semakin kesulitan dalam memberi 
kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.  
Perkembangan teknologi informasi, misalnya melalui  internet  melahirkan 
fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat 
melalui  sistem elektronik , serta kontrak  elektronik berupa perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media 
elektronik  lainnya. Dengan Teknologi informasi ini, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan 
dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau face to face antara para pihak misalnya 
penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan 
teknologi informasi dimana para pihak tidak ketemu langsung secara fisik. Dengan kata 
lain, dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran prilaku bisnis dari  model 
binis konvensional/klasik  menuju era bisnis modern  melalui transaksi/kontrak  bisnis 
dilakukan tanpa kertas, anonim atau tanpa pertemuan secara fisik. Teknologi informasi 
sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen 
utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum 
Masehi sampai abad ke-18 dan masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad 
ke-18 sampai 1947.
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Notaris adalah sebutan profesi dimana memiliki wewenang untuk membuat akta 
otentik dan sebagai saksi penandatanganan suatu dokumen. Selain memiliki wewenang 
untuk membuat akta otentik dan sebagai saksi dalam penandatanganan suatu dokumen 
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Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta asli dari dokumen tersebut 
yang disebut minuta akta. Selain minuta akta Notaris juga wajib menyimpan sekumpulan 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip tersebut yang disebut Protokol Notaris. Protokol 
Notaris harus dirawat dan disimpan oleh Notaris, tidak boleh hilang ataupun rusak 
karena dokumen-dokumen tersebut sangat berharga. Dokumen-dokumen tersebut sebagai 
alat bukti bagi Notaris dan para klien yang membuat akta pada Notaris yang 
bersangkutan sebagai bukti bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang dan 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pentingnya dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terdapat dalam Protokol 
Notaris, maka para Notaris harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek keamanannya. 
Notaris harus memiliki brankas dari baja untuk menyimpan dokumen tersebut agar 
dokumen tidak mudah rusak dan terhindar dari kutu yang dapat merusak dokumen 
tersebut, selain itu dokumen yang terbuat dari kertas juga mudah rusak oleh kelembaban 
udara. Notaris harus menyimpan sendiri Protokol Notaris tersebut (yang berisi minuta 
akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris tersebut dipegang oleh pegawainya, oleh 
sebab itu perbuatan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya 
dengan baik, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi Notaris yang tidak dapat 
menyimpan minuta aktanya. 
Adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang dalam perkembangannya 
melahirkan konsep Electronic Notary dan Cyber Notary. Penelitian yang dilakukan oleh 
Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “Electronic Notary” digulirkan oleh delegasi 
Prancis dalam forum TEDIS (Trade Electronics Data Interchanges System) legal 
workshop pada Konferensi EDI yang diselenggerakan oleh European Union tahun 1989 
di Brussel. Esensinya adalah bahwa adanya suatu pihak yang menyajikan independent 
record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Lebih jauh 
Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepkan oleh ABA (American Bar 
Association) dengan “Cyber Notary” adalah seseorang yang mempunyai kemampuan 
spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.
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Konsep Electronic Notary atau Cyber Notary di Indonesia masih mengalami 
perdebatan dari berbagai kalangan karena meskipun perkembangan teknologi informasi 
pada saat ini sudah memungkinkan bagi Notaris untuk berperan didalamnya, namun 
hambatan datang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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sebagai payung hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya. Pembaharuan terhadap Undang-Undang ini terus dilakukan karena sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta untuk 
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dikeluarkanlah undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 lalu (selanjutnya disebut 
UUJN-P). Dalam Pasal 15 ayat (3) berbunyi “Kewenangan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang 
dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek 
pesawat terbang.
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 Cyber notary bukan semata-mata mengelektronikan tuga-tugas pokok 
Notaris, tetapi kepada dokumen-dokumen elektronik tersebut, misalnya adalah 
melegalisasikan dokumen-dokumen elektronik. Cyber notary memberikan kepastian 
hukum terhadap keabsahan alat bukti dokumen elektronik, selain itu perkembangan 
bisnis yang pada awalnya dilakukan secara konvensional serkarang menjadi elektronik, 
seperti sekarang telah dikenal adanya transaksi elektronik, sehingga Notaris harus 
diberikan wewenang untuk melegalisasikan transaksi dalam bentuk elektronik. Transaksi 
elektronik merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 
komputer atau media elektronik lainnya secara online. Pemanfaatan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hal 
ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi 
pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
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Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disebut  UU  ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April Tahun 2008 
adalah sebagai CyberLaw pertama di Indonesia. UU ITE ini merupakan bentuk 
perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum di 
bidang teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik. Hukum tentang 
teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik, tersebut mencakup materi 
tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, 
tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, 
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transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual, dan privasi. Keberadaan UU ITE 
sangat diharapkan, antara lain untuk memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik 
sehingga dalam hal diperlukan suatu pembuktian atas transaksi yang telah dilakukan, 
data dalam media elektronik dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah. 
Salah satu terobosan dalam UU ITE ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang secara tegas menyebutkan bahwa “Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti 
hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia sehingga pengakuan transaksi elektronik dan dokumen 
elektronik dalam kerangka hukum pembuktian menjadi terjamin, yang pada gilirannya 
asas kepastian hukum transaksi elektronik dapat terwujud.” 
Teknologi informasi yang berbasis pada internet memberikan akses kemudahan 
dan pelayanan yang sangat cepat. Dengan biaya yang cenderung lebih murah, 
masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang jauh lebih efektif dan efisien. 
Namun apakah dalam prakteknya internet mampu memberikan solusi pelayanan yang 
aman mengingat telah diberlakukannya UU ITE dan ditunjuknya Indonesia menjadi 
anggota United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dibawah 
PBB yang mulai bertugas mulai 8 Juli 2013 sampai dengan tahun 2016. Meskipun secara 
nyata kita merasakan semua kemudahan dan manfaat atas hasil konvergensi itu, namun 
bukan hal yang mustahil dalam berbagai penggunaannya terdapat berbagai permasalahan 
hukum, Hal itu dirasakan dengan adanya berbagai penggunaan yang menyimpang atas 
berbagai bentuk teknologi informasi. Data elektronik ternyata sangat rentan untuk 
diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan 
detik, sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. 
Perkembangan  tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap  pelaksanaan 
tugas  dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak 
berhubungan dengan pertanahan,   bergeser dari sistem  konvensional dengan 
cara  berhadap – hadapan atau tatap muka langsung  dengan pihak-pihak, bergeser 
menuju Cyber Notary dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang 
maya. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan  sebagai pihak yang 
memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap  kontrak  elektronik 
yang berlangsung. Harus diakui bahwa pergeseran peran Notaris berkaitan tugas dan 
kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan Cyber Notary, tidaklah mudah 
seperti membalik telapak tangan. Berkaitan dengan dunia Kenotariatan, teknologi 
informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektivitas dan 
efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan arsip-arsip pelaporan 
administrasi Notaris. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan 
dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat 
secara langsung dalam media elektronik.
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Dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan pencerminan  kehendak 
yang dilakukan oleh para pihak yang sepakat untuk melakukan kerjasama tersebut, 
sehingga dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, sehingga dapat 
memberikan jaminan dan tercapainya kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk 
membuktikan, bahwa kehendak para pihak yang dituangkan dalam suatu akta Notaris 
benar-benar merupakan suatu perwujudan dari suatu akta yang berkekuatan hukum dan 
dapat dijadikan bukti bagi pihak lainnya serta dapat digunakan sebagai bukti yang cukup 
di pengadilan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian 
hari dalam karena disetiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu ada 
kemungkinan untuk berpotensi menuai konflik. Perselisihan atau sengketa kadang tidak 
dapat dihindari dengan terjadinya kesalah pahaman yang tidak diinginkan, pelanggaran 
peraturan perundang - undangan, kepentingan yang berlawanan, maupun ingkar janji 
yang dilakukan oleh salah satu pihak. 
Notaris tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga kewajiban administrasi 
kantor layaknya perusahaan. Administrasi kantor Notaris dapat diartikan 
sebagai  kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis 
daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan 
yang dibukukan, daftar Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes; buku 
daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas. Kegiatan administrasi Notaris tersebut 
tidak terlepas dari kepiawaian manajerial Notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. 
Tata kearsipan kantor Notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi Notaris. 
Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung 
jawab Notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan 
sungguh-sungguh. 
Penyimpanan Protokol Notaris menjadi salah satu unsur penting yang tidak dapat 
diabaikan begitu saja, karena dengan adanya penyimpanan Protokol Notaris yang tertib 
                                                 
6
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. 
rapi, dan terjamin keamanannya, potensi konflik yang terjadi di antara para pihak di 
kemudian hari dapat diminimalisir, karena arsip yang berkaitan dapat ditemukan dengan 
mudah di saat kita membutuhkannya. Di dalam arsip tersebut tertuang keterangan bahwa 
pada tanggal, jam dan hari tersebut para pihak telah mengadakan suatu perjanjian, dan 
yang paling terpenting adalah hal – hal yang telah disepakati bersama dan hal itu tidak 
dapat diingkari karena telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh 
Notaris sehingga merupakan pembuktian yang kuat selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya oleh pihak lain bahwa keterangan yang ada di dalam akta tersebut adalah 
bukan sebenarnya. 
Dengan diaturnya salah satu kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk 
Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris seperti tertuang 
dalam UUJN-P Pasal 16 Angka (1) huruf b menunjukkan betapa pentingnya 
penyimpanan Protokol Notaris. Ketentuan pada Pasal 61 UUJN-P yang menyatakan 
tentang kewajiban Notaris untuk menyampaikan secara tertulis salinan yang telah 
disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling 
lama 15 hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Dan jika dalam 
jangka waktu 1 bulan Notaris tidak membuat akta, hal tersebut harus disampaikan 
kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 15 hari pada bulan berikutnya. Pasal 58 
UUJN-P menegaskan pentingnya Notaris untuk tertib administrasi dalam pengarsipan 
seperti membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di 
bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN-P. 
Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang 
berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi 
kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) 
di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan 
kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
Aktivitas pencatatan yang sangat banyak tersebut oleh Notaris menimbulkan 
persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Protokol Notaris yang merupakan arsip 
negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Notaris. Dalam 
menyimpan Protokol Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian karena, agar asli 
akta yang tersimpan dalam Protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang ataupun rusak. 
Kewajiban menyimpan Protokol Notaris berlangsung sampai Notaris pensiun atau 
meninggal dunia. Jumlah dokumen dalam Protokol Notaris tersebut cukup banyak dan 
tempat yang kurang memadai adalah salah satu faktor seringnya Protokol Notaris 
tersebut tercecer, rusak bahkan hilang, belum lagi tindakan para pegawai kantor Notaris 
yang kurang berhati-hati dalam proses penyimpanan Protokol Notaris tersebut. Satu hal 
yang tidak bisa dihindari adalah apabila terjadi peristiwa kebakaran dan bencana alam 
(force mayour), yang mengakibatkan asli akta atau minuta akta berikut dengan seluruh 
dokumen yang tersimpan dalam Protokol Notaris menjadi rusak atau hilang. Akibat dari 
hilang atau rusaknya asli akta akan berdampak buruk terhadap proses administrasi dan 
hukum Notaris, seperti hancurnya infrastruktur fisik seperti kantor Notaris dan dokumen-
dokumen penting lainnya yaitu minuta akta yang rusak dan/atau hilang akibat bencana 
alam. Hilangnya minuta akta tersebut selain menyulitkan Notaris juga menyulitkan 
masyarakat (klien) yang telah membuat akta Notaris yang bersangkutan yang meminta 
salinan dari akta tersebut karena akta klien juga ikut musnah karena bencana alam.
7
 
Seperti diberitakan dalam situs hukum online
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 sejumlah Notaris mengalami kesulitan 
dalam mengaplikasikan aturan Protokol Notaris dalam UUJN. Bagaimana mungkin 
Majelis Pengawas Daerah mampu menyimpan ribuan Protokol Notaris yang telah berusia 
25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah apabila Majelis Pengawas itu sendiri 
tidak memiliki kantor. Padahal, Majelis Pengawas Daerah telah berdiri sejak 2004 lalu. 
Sehingga, Protokol-Protokol Notaris tersebut kini disimpan di kantor Notaris yang 
bersangkutan.  
Adapun upaya untuk merealisasikan ide penyimpanan Protokol Notaris dalam 
bentuk elektronik ini dapat dilihat dari pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk 
mikrofilm atau media lainnya sudah diterapkan dalam Undang-Undang Dokumen 
Perusahaan, dilakukan dengan berita acara sebagai bentuk legalitas ketika dokumen 
tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh instansi yang bersangkutan. Dalam ketentuan 
Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahan, 
dokumen yang dialihkan kedalam bentuk microfilm atau media lain tersebut mempunyai 
kekuatan pembuktian autentik, dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, 
sehingga pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli dari dokumen 
tersebut. Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat 
penting terutamanya dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan 
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penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. 
Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas 
kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media 
elektronik.
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 Selain Undang-Undang Dokumen Perusahaan langkah konkrit dan contoh 
upaya maju yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
dalam menerapkan teknologi informasi adalah dengan diberlakukannya pelaporan wasiat 
yang awalnya diserahkan langsung secara manual melalui Daftar Pusat Wasiat 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kini sudah dapat 
dilakukan melalui online system. 
Fungsi dan tujuan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik harus 
dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukumnya. Secara 
ekonomis penyimpanan Protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan 
aman. Dari aspek hukumnya penyimpanan dokumen secara elektronik dapat membantu 
dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan 
dengan alat bukti elektronik.  
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan meneliti 
tentang “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan 
Kepastian Hukum di Indonesia” 
 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Apa urgensi penerapan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia? 
2. Bagaimana kepastian hukum penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik di 
tinjau dari hukum di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis manfaat yang didapatkan oleh kalangan Notaris 
dengan diselenggarakannya sistem penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk 
elektronik. 
b. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum dari penyimpanan Protokol 
dalam bentuk elektronik di tinjau dari hukum di Indonesia 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam meneliti kemungkinan terselenggaranya 
penyimpanan Protokol dalam bentuk elektronik di Indonesia; 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori hukum secara kritis dan 
sistematis; 
c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister 
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
d. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan 
pemikiran atau hasil penelitian berdasar pendekatan masalah dan alternatif solusi 
terkait dengan pembangunan bangsa dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistemtatis 
dan metodologis. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum kenotariatan terutama yang 
berkaitan dengan penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik. 
b. Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat dan 
mempelajari lebih lanjut oleh kalangan praktisi hukum dalam hal ini Notaris pada 
khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Notaris 
Dapat menambah bahan informasi, sebagai masukan bagi Notaris untuk 
mengetahui pentingnya penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik. 
b. Bagi Pihak Pemerintah 
Menambah referensi hukum sebagai informasi untuk mengetahui pentingnya 
konsep Protokol Notaris elektronik terkait cyber notary jika dilain hari akan 
menyusun Undang-Undang tentang Protokol Notaris dalam bentuk elektronik 
tersebut. 
c. Bagi Organisasi Profesi Notaris 
Memberikan referensi hukum yang berguna sebagaimana peraturan-peraturan yang 
dibuat dapat memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan serta kemudahan 
bagi Notaris. 
